KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR: KP 80 Tahun 2023
TENTANG

PENETAPAN BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH

PT BANDARA INTERNASIONAL BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya
Proyek KPBU Bandar Udara Internasional Hang Nadim
Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam),
telah dibentuk PT Bandara Internasional Batam selaku
Badan Usaha Pelaksana (BUP) pengelola bandar udara
tersebut;

bahwa PT Bandara Internasional Batam telah memiliki
Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara dengan
Nomor: 12022200104420001 yang diterbitkan atas nama
Menteri Perhubungan dan ditandatangani oleh Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB Batam pada tanggal 24 Juni
2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Penetapan Bandar Udara yang Dikelola oleh
PT Bandara Internasional Batam,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33));

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);



Memperhatikan:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun
2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1146);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815); dan

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

1. Surat Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor:
B-258/KA/BU.01/9/2022 tanggal 19 September 2022
perihal Permohonan Dukungan Penerbitan SBU PT
Bandara Internasional Batam dan Pengembalian Izin
BUBU;

2. Surat Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor:
B-164/KA/BU.01/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang
Laporan Progres Proyek KPBU dan Pelepasan Izin BUBU;

dan
3. Perjanjian Kerjasama untuk Desain, Pembangunan,
Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian dan

Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim antara Badan
Pengusahaan KPBPB Batam dan PT Bandara
Internasional Batam Nomor: 47/SPJ/KA/12/2021 dan
0001/BIB/2021 tanggal 21 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PENETAPAN BANDAR UDARA YANG DIKELOLA
OLEH PT BANDARA INTERNASIONAL BATAM.

Menetapkan Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam,
di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bandar udara yang
dikelola oleh PT Bandara Internasional Batam.

Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA diselenggarakan melalui bentuk kerjasama konsesi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
yang mengatur mengenai Kegiatan Pengusahaan di Bandar

Udara;

Kerjasama konsesi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA dituangkan dalam Perjanjian Konsesi antara Direktur
Jenderal Perhubungan Udara dengan PT Bandara
Internasional Batam dengan jangka waktu yang ditentukan di
dalam perjanjian, dan hasil konsesi merupakan pendapatan
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

KELIMA

Dalam hal PT Bandara Internasional Batam melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang
ditetapkan dalam Perjanjian maupun Keputusan Direktur
Jenderal ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
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M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
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Menteri Perhubungan;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
Direksi PT Bandara Internasional Batam.

Salinan sesuai dengan aslinya
KHPALA BAGIAN HUKUM,

ISRAFULHAYAT



